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ORINEWS.id – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan ambang
batas  pencalonan  presiden  dan  wakil  presiden  (presidential
threshold) batal demi hukum, dan mewajibkan seluruh partai
Politik untuk mengusung pasangan calon.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MK RI, Saldi Isra dalam Sidang
Putusan  Perkara  Nomor  62/PUU-XXII/2024,  yang  diajukan  oleh
empat orang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga, di RUang SIdang Utama Gedung MK RI, Jalan Medan
Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Januari 2024.

Menurutnya, dalil para Pemohon yang menyebut prinsip “one man
one  vote  one  value”  tersimpangi  oleh  adanya  aturan
presidential threshold, memang menimbulkan penyimpangan pada
prinsip “one value” karena nilai suara tidak selalu memiliki
bobot yang sama.

Di  samping  itu,  Saldi  memandang  dalam  kasus  presidential
threshold nilai suara digunakan untuk dua periode pemilihan,
yang dapat mengarah pada distorsi representasi dalam sistem
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demokrasi.

Oleh  karena  itu,  dia  mamandang  pengaturan  itu  menunjukkan
adanya ketidakseimbangan atau penyimpangan pada prinsip asas
periodik,  karena  nilai  suara  seharusnya  mengikuti  setiap
periode pemilihan secara proporsional.

Saldi  akhirnya  mengusulkan  adanya  rekayasa  konstitusi  atau
constitutional  engineering,  untuk  menghadirkan  pengaturan
pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak menghambat
hak konstitusional warga negara untuk dicalonkan.

Namun, karena UUD NRI 1945 mengamanatkan pengusungan calon
presiden  dan  calon  wakil  presiden  dilakukan  oleh  partai
politik atau gabungan partai politik, maka Saldi menyebutkan
lima poin usulan rekayasa konstitusi.

Menariknya, dari lima poin yang disampaikan terdapat dua poin
yang  berkaitan  langsung  dengan  partai  politik.  Yaitu,  MK
mewajibkan partai-partai politik untuk mengusung calon, karena
sudah diberikan hak tanpa ada pembatasan atau presidential
threshold.

“Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan
calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan
mengikuti  pemilu  periode  berikutnya,”  demikian  Saldi
memabacakan poin keempat usulan rekayasa konstitusional untuk
merevisi UU 7/2017 tentang Pemilu.

Adapun  aturan  yang  dibatalkan  MK  mengenai  presidential
threshold adalah Pasal 222 UU Pemilu, karena dinilai melanggar
Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.[]


